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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya
Laporan Tahunan PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara

Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk
memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan
PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara juga memberikan
gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Komisi Pemilihan
Umum Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagai bentuk laporan
yang harus dipertanggungjawaban baik kepada pimpinan maupun

lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur
dalam pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas
Utara kedepan, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Komisi
Pemilihan Umum Padang Lawas Utara masih jauh dari yang seperti
diharapkan yang disebabkan karena masih kurangnya sarana,
prasarana maupun sumber daya manusia, dan semoga menjadi

bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.



A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah
menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand
dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi
pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses

penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat
publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada
masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen
dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi
pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk
pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi
sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian
hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada

publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasantertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap
sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik
khususnya mengenai pola kerja dan alirandata serta informasi
antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya
koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data,
informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam
memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan
baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat,
tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau
pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan
Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan
tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID
(PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), memerlukan kompetensi di bidang
pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.
Penyusunan laporanini bertujuan mengingatkan agar setiap
personil yang memiliki tanggung jawab

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu
Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang untuk

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Visi Misi PPID

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan,
dan dengan cara sederhana

9
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan

rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan
umum serta pada hasil i

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat
i Publik di lii KPU

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
il ij dili KPU
Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya
untuk berpartisipasi dalam Pemilu

Pemilu di KPU
secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan

Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi
di lii KPU secara i
layanan Publik

di lingkungan KPU



3. Landasan Hukum

1.
2.

Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang

Standar Layanan Informasi Publik.

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan

Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi



Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab

di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pembantu Komisi
Pemilihan Umum Padang Lawas Utara selama tahun 2021
berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani
sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum
Padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID
Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan
yang diharapkan. Dalam perjalanannya, PPID Komisi Pemilihan
Umum Padang Lawas Utara masih perlu mendapakan bimbingan
baik secara teknis maupun SDM sehingga nantinya mampu meraih
nominasi Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan
Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi

Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar kebijakan PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum

Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah.



- SK Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara tentang Pengelola
Pejabat Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Padang

Lawas Utara

Tugas Dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi.

b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik
Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik

d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi,dan

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana Dan

Prasaran Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut :

a) Pusat pelayanan Informasi PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum
Padang Lawas Utara berada di Ruang Pelayanan PPID dan Media
Centre.

b) Aplikasi PPID saat ini berbeda dengan website kantor yaitu

https://PadangLawasUtarakabppid.kpu.go.id

) Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung
maupun desk layanan via media sosial.

d) Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas
sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan
prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin

Sekretariat KPU Padang Lawas Utara

e) Tersedianya informasi informasi berupa poster mekanisme pelayanan



permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
a. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan
publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor
14 tahun 2008 ini diundangkan. Tugas dan tanggungjawab PPID
sebagaiman diatur dalam Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan
informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

5. Pengujian Konsekuensi;

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya,;

7.Penetepan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang
dapat diakses.

8. Penetapan pertimbangantertulis atas setiap kebijakan yang

diambil untukmemenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.



DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM PADANG LAWAS UTARA

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

NO. NAMA KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
RAJA DOLOK HARAHAP
1, PEMBINA
AHMAD MUHYIDDIN ARIEF
2. | HASIBUAN PEMBINA
PARULIAN SIREGAR
3 PEMBINA
RAHMAD SALEH HARAHAP
4. PEMBINA
5 | WIGA HARYADI PEMBINA
6. | DIAN AULIA LUBIS ATASAN PPID
o | PARGADIAPARI HARAHAP TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
' INFORMASI
10.| MAKMUR MATUA SIREGAR TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
' INFORMASI
11 | PANGERAN PUTRA MARTUA TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
‘| SIREGAR INFORMASI
1o | SEPTO INDRA SAKTI, S TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN
' INFORMASI
13 | GEFRISIANTURI HELP DESK
14| SANDY JOLO SANGGORO HELP DESK
15.| SUGIONO HELP DESK
CANDRA UTAMA

16

HELP DESK




4. Struktur PPID

KOMIs)

LIHAN U

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

. RAJA DOLOK HARAHAP

. AHMAD MUHYIDDIN ARIEF HASIBUAN
. PARULIAN SIREGAR

. RAHMAD SALEH HARAHAP

. WIGA HARYADI

DIAN AULIA LUBIS

PARULIAN SIREGAR
DIAN AULIA LUBIS
PARGADIAPARI HARAHAP
MAKMUR MATUA SIREGAR
PANGERAN PUTRA MARTUA SIREGAR
SEPTO INDRA SAKTI, §

SEPTO INDRA SAKTI, §

TIM PENGHUBUNG

GEFRI SIANTURI

SANDY JOLO SANGGORO
SUGIONO

CANDRA UTAMA

GEFRI SIANTURI
SUGIONO

ab-padanglawasutara.kpu.go.id pu_paluta ( f )kpu kabupaten padang lawas utara X kpukabpaluta




5. Fasilitas Layanan

FASILITAS PELAYANAN INSPEKTORAT

No Uraian Foto

A. Sarana dan Prasarana

1. | Gedung
Utama PPID

2. | Ketersediaan
ruang

tunggu

pelayanan
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PPID
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B. Sarana dan Prasarana Khusus

1. | Ruang
Laktasi

2. | Fasilitas

Disabilitas

NIHIL

C. Media Layanan Informasi

Instagram, Fanpage, Website, Youtube

KPU PALUTA CHANNEL

selengkapnya
dan 1 link kinnya

Jeranda Video  Shorts Live




KPU Kabupaten Padang Lawa
Utara

B 1)

Website
https://Pada
nglawas
Utarakabppid
kpu.go.id/str
uktur_ppid

m S m

Klasifikasi Informasi Publik

| ® ® ®

Tersedia Setiap Sast Serta Merta Dikecuathan

N | a oL G000 o /)

Email

oo
& ©-PPIDPADANG LAWASUTARA "

Pusstiat Pergeicta réor s 3an Cok smertas (PPIC) KU

s atom Pasang Lot Utara




Aplikasi lain..

INFOPEMILU.KPU.GO.ID

{Portal Publikasi Pilkada & Pemilu Indonesia)
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6. Daftar Informasi Publik

KATALOG INFORMASI

E-PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)

PPRID KPU menatapkan Makiumat Pelayanan Informas
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

tertang Keterbukaan informas Public berserts
Poratutan lannga.

mumw

Setlap pemohon Informas bemak umuk mclmn dan
rmengetahul Informasi, mendapat safnan Informas,
rmenyebariuaskan Infarmas, mengajukan germintaan
Informas dan Mengajusan kaberatan dan gugatan ke
pengadian.

Cok Status P honan dan Ket f i
Alkses secara Oamobnlne mmk menetusun satus
PermMoncnan dan kebseatan Informisi

CHAT VIA WHATSAPP

Profil

Mellputv VBI dan M|, Ptdll Snﬂm PPD

Tuges dan Fungs PPID, serta Struktur PRID

."‘"._.'... A e I X
Melipaiti Undang-Undang, Perauran, Keputusan danbiaug
Kebijakan terkait Keterbusaan Informas! di Lingloungan
Komsl Permilihan Umum,

MM

mn Pa'nm dan Pemilinan sarta hhmmgnn KDU mlam
rangka meningkatkan Partisipas| Masyarakat

mnnmmnnom o

Nohpun ROSeS PENgRjusn pmmohonm momsu dan
pengajuan kebaratan mefalu portal e-PHD [ppidkpugold)
v Adur Permohonan Informasi e-FRID

Alur Pengauan Keberatan e-FR10

mmwmw

Sium hommlknst dua unh anm permhon mfoms d.n dak pe(ayvun. sdamn am opevl:lonll PPID KPU

TATA CARA

mmmm

me)putl mta can penowan pemtman nmotmasl publik
blvk secars datang langsung maupun Daring/Online yang
dasarkan Starndar Op | Prosaciur Peogelclaan dan
Polayanan Informast Publik di Lingkungan Kamisl Pemiihan
Umum dan Standar Layanan beserta peraturan lainmya.

MmMMu

MelipUl Lats Cara PRngajuan keberatan informasi puhw.
balk secara datang langsung maupun Danng/Onine yarg
berdasarcan Standar Operasional Prasedur Pengeiolaan dan
Petayanan inforrmasi Publik di Uingkungan Kormes Pemilien
Umum dan Standar Layanan besorta paraturan Rinnya

Tata Cara Penyelesalan Senglketa

melipJt tata cara panyalesalan informasi publik yang
berdasarkan Prosedur Penyelesaion Sengheta Informasi Publik
tmsona peraturan lairrya

Formulir Permohonan informas!

Alges secara Danng'Cniine untuk mandapatian informas
dengan Formulir Permobonan Informasi

Formutir Pengajuan Keberatan

Aksas secara Daring/Onling untuk mengajukan keboratan
Indormasi dengan Formulir Pengajuan keberatan



INFORMASI KELEMBAGAAN KPU A3

Informasi Berkola:

7.

Struktur Organsasi K0U B,

Frafs Anggota ¥KPU Repubik Indonesia,

Agenda Kegiatan,

Laporan Masts Kelcaynan Pejabat Negars,

nfomas Rencana Strategis Komisl Pemidinan Urmum,
Informas Terkait Rencana Kena [Reng@)

informas tercat Laporan Akuntabilitas Kinedga [LAKIP) dan
Perwlapan Kirmeia [TAPKIN),

Laporan Pelayanan Infarmasl Publlk,

Laporan Keuangan,

O1RA | RKA,

nformas Barang Milk Negara,

Mlomas tarkait penanimasn Caon pegavwa,

Data Statistik Keuangan,

Duls Statistix Kepagawsisn,

Pedoman Pengelolaan Organkas,

Pedaman Pengeiolaan Administrasl

Pedoman Kepagawaian,

Pedoman Pengelofsan Keuangon,

Tata Cara Pengaduan Panyalahgunasn / Pelanggaran,
SOF MelkanEmae Permahonan Informas,

SOF Mekanesme Pengajuan Keberatan Informas Publb
Rencana Urmum Pengsdaan

Oclaumen Pangadaan Barang dan Jasa

Klasifikasi Informasi

a. Informasi Tersedia Setiap Saat

b. Informasi Berkala

c. Informasi Serta Merta

d. Informasi yang dikecualikan

Layanan Informasi Publik

Informasi Tersedia Setiap Soot

Dafar Informas: Publik

Daftar Pelayanan Publik KU &,

Kode Kasdikas Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas,

Tata Tertity Kedermibagaan yang Menjadi Pedoman Bagi KPLU,
KLU Provinsg dan KPU KabyWota dalam Menjalankan Tugas
dan Wewenang,

Susunan Penanggung Joaad Divisi Anggota Komsi
Perrlibam Umum Resutlik Indomnes s Peciocs 2017-2002
Pedoman Pernberan Beasiswa/Tugas Bolajar dan 1zin
Belyar,

Tato Cara Tim Seleks datarn Peryeleksion Anggota KPU
Proving dan Anggota K KabyKata,

Bahan Publikasl / Modud/ Laparan,

Modul Penddikan Femilib,

Bukas Panduan KPPS,

Majalan Suars KPR,

Videa Panduan Pamilu dan Pemiihan,

Doloumen Pendukung dalken Feryusunan Peraturan/
KebtipeanKeputussn KPU

Daftar Nota Kesepahaman (MaU) KPU RI

a. Jumlah permohonan informasi publik.

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat

meliputi (a) Data Pemilih (b). Data Calon Terpilih (d). Perolehan Suara

(e).Autentifikasi Partai Politik (f). Logistik dll.

b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon

(langsung maupun tidak langsung)

c. Jumlah permohonan keberatan

Pada tahun 2024 Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Komisi

Pemilihan Umum Padang Lawas Utara NIHIL.

d.Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik



Pada tahun 2024 Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik
dinyatakan NIHIL.
JUMLAH PEMOHON INFORMASI TAHUN 2024

Bulan Jumlah Ditolak | Diterima Rata-rata Alasan
Pemohon waktu Penolakan

menjawab

Januari - - - - -

Februari - - - - -

Maret - - - - -

April - - - - -
Mei - - - - -

Juni - - - - -

Juli - - - - -

Agustus - - - - -

September - - - - -
Oktober 1 - 1 < 7 hari -

November - - - - -

Desember - - - - -

Total - - - - -

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik
a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik

Senin — Kamis : 08.00 WIB - 16.00 WIB

Istirahat :12.00 WIB - 13.00 WIB
Jum’at : 08.00 WIB - 16.30 WIB
Istirahat :12.00 WIB - 13.30 WIB

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan



ALUR PERMOHONAN INFORMASI E-PPID

O 2] 34 %)
= == 2 [

Klik For 5"::;“"'»-
'mulir Permohonan
ppid.kpu.go.id Informasi o Formulir
W Permohonan Informasi
Login/ Online
Pilih Menu |
IBelum punya akun?] v
agar Terdaftar ‘

Waktu Merespon PPID: Nomes Raglatrash —

Informasi Pemilu dan Pemilihan : | g
3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 hari Kerja . Setelah mengisi
PERKI NO | TAHUN 2013 data formulir
Mendapat dengan benar
Nomor Registrasi Klik Kirim Ke KPU

Informasi Publik :
10 Hari Kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja

PKPU NC 1 TAHUN 2015

w0

\,\
ALUR PENGAJUAN KEBERATAN E-PPID
= = » |[»
Klik - klik Fitur 5 -
ppid.kpu.go.id mll(‘lll::r::::w." _ F;mulir
W Pengajuan Keberatan
Login/ Online
|Bolu:1i I'i,l:"h‘dye‘n :kun‘fl v
agar Terdaftar
“ v
D 5, e

Atasan PPID Wajib Memberikan Tanggapan: T —
Informasi Pemilu dan Pemilihan : e B e Wy
- Setelah mengisi
data formulir

3 Hari Kerja sejak diterimanya keberatan
PERKI NO 1 TAHUN 2019
Informasi Publik : Paling lambat Mendapat dengan benar
Nomor Registrasi Klik Kirim Ke KPU

30 Hari Kerja sejak diterimanya keberatan

PKPU NOTTAHUN 2015

¢

c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

e Informasi Pemilu dan Pemilihan :
e 3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 hari Kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2019)



¢ Informasi Publik :

e 10 Hari kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja (PERKI NO 1 TAHUN 2015)
d. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID

KPU Kabupaten Padang Lawas belum membebankan tariff atau tidak

dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

e. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik
f. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan
g. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon
informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,;

- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan
yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah
penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada
pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui
email, fax ataupun jasa pos

- Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan,
format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis,
serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau
perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU

KIP.



Proses Permohonan Informasi

Proses PERMOHONAN INFORMASI
« Jika PPID tidak
memberitahukan kebiutuhan,

gergan'angan EEI‘I‘IDhOn
dapat mengajukan. kepada,
{10 +7) HariKeri atasan PPID

- -« ‘ + Iaksimum waktu

perpaniangan.adalah 7 bai
kera

+ lika atasan PPID tidak

memberikan jawaban,
\ berarti sama dengan
l penclakan

30 hari keria

« Pemohon diberikan waktu
maksimum 14 hari kerja
’ untuk mengajukan keharatan

l melalui komisi informasi

. -

]




h. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampaoi saat ini
PPID Padang Lawas Utara belum membebankan tariff atau tidak

dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

C. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (TAHUN SEBELUMNYA)

PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas Utara belum memiliki

pencapaian berdasarkan penilaiain dari KIP Sumatera Utara.

D. KENDALA/ KEKURANGAN DALAM PPID

Permasalah yang dihadapi PPID Komisi Pemilihan Umum Padang Lawas

Utara dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah

sebagai berikut :

1.

Kurangnya Anggaran dan koordinasi antar pengurus PPID,
sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi sehingga informasi
tidak tersampaikan.

PPID kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.

Pelayanan pengelolaan Informasi tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

Pengelolaan PPID tidak maksimal dikarenakan aktivitas yang tinggi
bagi pejabat PPID yang juga merupakan pejabat struktural juga
memegang tupoksi jabatan yang sangat banyak aktifitas juga.
Pengelola PPID kurang mendapatkan perhatian khusus serta tidak

mendapat dukungan oleh Pejabat PPID Lainnya.

Sering terjadinya pergantian jabatan sehingga untuk peningkatan

sdm dimulai kembali dari awal.



E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Informasi, sebagai berikut :

1.

Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Website atau aplikasi

sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.

2. Penyusunan DIP seluruh SKPD.

3. Koordinasi lebih Intensif dengan TIM PPID walaupun anggaran
yang digunakan untuk koordinasi tidak mendukung.

4. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk
media sosial dan elektronik.

5. Melakukan penyegaran terhadap pejabat yang tidak perduli
terhadap tugas pokok dan fungsinya,

6. PPID KPU Padang Lawas Utara akan berupaya untuk mendapatkan
penghargaan tingkat 3 ( tiga ) besar dalam penganugerahan
Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Utara di Medan.

7. Mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.

F. PENUTUP
a. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat
sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang
diharapkan, walaupun masih ada ada beberapa yang harus dibenahi,

namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan

informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :



-  Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID Pembantu
- Menginformasikan adanya PPID Pembantu kepada masyarakat
-  Pemahaman adanya PPID Pembantu pada seluruh pegawai

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja
pengembangan objek- objek baru tetapi juga pengembangan pola dan
sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan

prioritas.

b. Saran
Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat
dikemukakanbeberapa saran sebagai berikut :
- Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
- Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat
memperoleh informasi lebih banyak lagi.
- Melakukan Pengembangan Pegawai terkait dengan

adanya PPID.

Gunungtua, 05 Mei 2025
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